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Masalah pendanaan tadi?
Persetujuan Paris masih belum jelas prosedurnya. Kalau mau memanfaatkan juga belum jelas berapa, apakah indonesia masuk atau tidak masih belum tahu. Yang pasti dalam menyusun NDC sudah dilakukan kajian walau belum mendalam. Waktu mengusulkan NDC sudah ada pembelajaran dari sebelumnya. Dari 2010 sudah ada pembelajaran, sudah bisa diidentifikasi. 
Masalah penerapan RAN GRK salah satu kendalanya regulasi, di pemerintahan bagaimana menanggapi ini?
Secara umum, pemerintah sedang menderegulasi atau mengurangi regulasi yang menghambat. Kita mendorong sebesar-besarnya investasi. Untuk EBT yang dianggap menghambat. Satu, ini masa transisi karena swasta memerlukan kepastian. Perubahan aturan menyebabkan ketidakpastian. Kedua, pemerintah mencari formula untuk menyediakan enerrgi yang terjangkau dan handal. Untuk itu pemerintah juga mempertimbangkan kalau terlalu banyak memberikan insentif kepada swasta tentu membebani anggaran pemerintah. Dalam sisi regulasi masih banyak perubahan dan menganggu investasi karena ketidakpastian itu. METI terus konsultasi untuk formula EBT. Sedangkan dari sisi pemerintah jangan sampai karena EBT ini pembangunan yang lain terhambat. 
Dari ESDM menilai yang dilakukan sejak ratifikasi sampai sekarang sudah compliance dengan target NDC ini?
Semua ke arah sana karena kita sudah komit dengan Persetujuan Paris bahwa harus 23% dan koservasi harus sekian. Semua kebijakan diarahkan ke sana untuk mencapai target. Di samping bentuk insentif lain seperti kemudahan berusaha, deregulasi, kemudahan perijinan dilakukan pemerintah. 
Artikel 6 tentang pasar karbon, apakah Indonesia ikut?
Ini cara untuk mengalang dana dari private sector. Ini harus dipersiapkan. Kita berharap swasta makin lama makin independen, tidak disubsidi oleh pemerintah. Harusnya aturan pasar yang bermain. Arahnya ke arah pasar dan ini sedang dipersiapkan. Kita ada kerjasama untuk mempersiapkan pasar karbon. Apakah bentuknya carbon tax, atau portofolio kah. Ini masih dibahas.
Sudah dekat ke 2021, sudah harus berlaku Paris Agreement. Jika tidak tercapai di 2020 apa yang harus dilakukan?
Kalau 2020 sudah tercapai hanya 33 juta ton, sekarang sudah 30 ton RAN GRK. Untuk Persetujuan Paris jadi 10 kali lipat harus ditinjau lagi program-program yang belum diidentifikasi. Termasuk juga metode melibatkan swasta. 
Target 29% di 2030 pasti bisa?
Kan sudah komit karena masalah pride negara. Investasi masalah utama. Makanya harus cepat peraturan yang terkait investasi yang melibatkan swasta. Dan harus jelas dari Persetujuan Paris kalau mau bantu ya bantu berapa. 29% tapi bisa dinaikan kalau. Negara maju juga komit mau menyediakan US$ 1 miliar tapi belum terkumpul.
Persetujuan Paris belum ada sanksi, kalau target tidak tercapai 2021 apa yang terjadi?
Kalau PA 2030 ini ada klausul untuk mereview. Apakah bisa lebih atau kurang dari itu. Kalau suatu negara sudah komitmen tidak bisa backsliding. Indonesia targetnya naik terus kalau Jepang malah diturunkan. Prinsipnya kita akan coba mecapai 29 dan kita akan mengerahkan semua. Bukan Kementerian LHK dan ESDM saja tapi sudah sampai ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ini kerja semua kementrian. 
Bappenas memastikan isu climate change ini masuk dalam RPJMN setiap kementerian/lembaga. Dan kementerian keuanngan memastikan bahwa anggaran itu tersedia. Hanya 70% yang ditargetkan kalau hanya pakai anggaran pemerintah. Oleh karena itu kemenkeu harus mengeluarkan kebijakan yang membantu swasta untuk mencapai target ini. NDC melibatkan semua kementrian. Ada Kementerian PUPR, terkait ketahanan air dan pangan harus nyusun. 
Kenapa tidak seperti China membangun EBT?
Karena kita masih perlu listrik. Demand tumbuh. Ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan secara handal, terjangkau, murah. Ini perlu biaya. Kalau hanya mengandalkan EBT tidak tercapai.  Pemerintah sedang mengurangi insentif yang tidak tepat sasaran. Apalagi pemerintah sedang mengejar Indonesia Timur.
Ada solusi, kritikan tentang Persetujuan Paris?
Sinergi pemerintah-swasta semakin intensif. Lembaga akademik yang belum terlihat gaungnya. Karena lembaga akademik hanya menerima job study. Harusnya riset tepat guna yang bisa dipakai oleh masyarakat. Memberi solusi, masukan terhadap pemerintah. 
Kalau untuk masyarakat bagaimana, misal imbauan hemat listrik?
Semua program kita selalu melibatkan masyarakat karena mereka penguna energi terakhir. Ada program hemat energi. Makanya pemerintah gencar memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan energi terbarukan di daerah tertentu. Solar rooftop adalah masyarakat menjadi independent power producer. Mitra PLN dalam menyediakan listrik. Skemanya masih belum. Ada masalah anggaran, karena ada anggaran yang dibayarkan ke masyarakat langsung. 
Ada 4 pilar, masyarakat, swasta, pemerintah, akademik. Ini harus sinergi. Semua sedang proses penurunan NDC, Indonesia malah RAN GRK maju dibandingkan Brasil?
Kita beruntung dalam beberapa tahun ini diberikan kestabilan ekonomi. Ini yang mendukung pencapaian NDC. Kalau Brasil banyak lahannya, sekarang penanganan hutan lebih baik. Jangan dibandingkan dengan cina karena kita jauh dari dia. Dari sistem politik kita juga jauh beda kalau dibandingkan dengan China. Kalah dengan India, mereka dalam bebrapa hal lebih advance dari Indonesia. Tapi dari kestabilan lebih baik Indonesia. 
Masih akan abu-abu sampai 2030, apakah yakin tercapai di investasi, regulasi, sinergi?
NDC sektor enerrgi bukan satu-satunya, ini melengkapi komitmen pemerintah di Persetujuan Paris. Komitmen bukan sekedar angka. Ada anggaran, regulasi, sinergi dan monitoring. Tidak ada yang selesai sekarang. Dari internal kita coba susun metode, di RAN GRK pedomannya berjalan. Dan monitoring harus masuk di perencanaan pembangunan. Integrasi NDC juga harus dimasukan dalam monitoring untuk pembangunan. 
Apakah ada badan monitoring baru?
Kementerian LHK (KLHK) menentukan adanya sign center. Ini satu cara memonitor. RAN GRK di bawah Bappenas ada unit yang mengintegrasikan dengan monitoring untuk RPJMN. Format RPJMN yang akan dipakai untuk monitoring. Sekarang KLHK usul ada unit baru untuk inventarisasi. 
Partisipasi masyarakat ini tidak tercatat padahal bisa jadi pengurang?
Paling tidak diakui. 
ESDM akan melakukan hal yang sama?
Monitoring tidak cover semuanya. Banyak insiasi swasta yang tidak tercatat. Biogas ini banyak prakarsa masyarakat. 
Di akhir tahun ditetapkan carbon trading, sanksi Persertujuan Paris, di ESDM sudah ada pembicaraan?
Akhir tahun Desember akan ada putusan global tentang Persetujuan Paris. Sebaiknya, Indonesia terrkenal kreatif dan insiatif sebaiknya menunggu hasil dari COP? Yang dikejar-kejar komitmen hanya NDC saja.Kalau sudah bikin sendiri, Management Reporting Verification Metodhology tiba-tiba di Persetujuan Parisnya beda. Jadi gimana? Sudah bangun sistem tapi tidak bisa connect dengan global. Kalau bicara pendanaan maka harus ada kemenkeu. Dana yang mana? SMI sudah ditunjuk. Bukan berarti dananya masuk ke APBN. 
Kegiatan EBT sudah masuk pipeline. Kita sudah mulai mengindentifikasi kegiatan yang bisa memanfaatkan dana perubahan iklim. Pemerintah berusaha mengurangi subsidi, insentif yang sifatnya langsung. Di satu sisi kita ingin energi adil. Kita melihat competitiveness. Di negara lain, EBT sudah cukup kompetitif. Pemerintah melalui kebijakan yang ada tidak ingin swasta juga manja. Kalau tarafnya Indonesia saja maka akan minta subsidi terus. Kalau mereka butuhnya investasi, maka pemerintah akan bantu cari investasi. Tidak tepat sasaran kalau perlu investasi maka disubsidi. Kalau begitu swasta tidak akan berkembang. 
Sekarang ada 70 power purchase agreement (PPA) yang ditandatangani. Memang sebagian besar belum jalan karena mereka butuh investasi. Apakah itu subsidi ya belum tentu karena butuhnya investasi. Dana JCM bisa masuk untuk investasi untuk EBT. Sekarang METI bolak balik omong soal subsidi kan tidak nyambung. Padahal PPA nya sudah 70. pemerintah nanya yang 70 itu apa, apakah anomali? Yakin bisa membangun tanpa ada subsidi dari pemerintah. Yang mereka butuhkan investasi bukan subsidi. 
Jika ada masalah lain terkait EBT di ESDM target 23%?
Dengan kesuksesan Sidrap maka kita yakin targer tercapai. Sidrap itu listrik, kita punya B20 kenaikan campuran dan ada upaya lain seperti panas bumi. Ada masalah sosial, misal masyarakat tidak bersedia ada PLTP di lokasi itu. 


Target bauran energi?
Masih optimis. Pemerintah kalau menetapkan taget maka segala upaya akan mengarah ke situ. Partisipasi dari masyarakat bisa dilihat dari partisipasi mereka membeli produk hemat energi. 
2. Haris ST, Direktur Energi Baru dan Terbarukan, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM. Kuliah Umum Manajemen Proyek Energi Terbarukan: Best Practice (Unsada, 7 Juli 2018). 
Pada 2025 mungkin masih harus disupport oleh energi fosil lainnya karena mmg target dalam permen prepres adalah menggeser dominasi minyak, kalau gas cenderung dipertahankan porsinya, persentasenya, batu bara juga tetapi untuk EBT kita tingkatkan minyak kita turunkan karena kalau minyak tidak kita turunkan maka energi sekuritinya kita itu ke depannya akan sangat lancar. Contoh kalau kita sekarang tahu buat konsumsi minyak kita itu 1,5 juta barel per hari tetapi kemampuan produksi kita, sekarang 800.000 barel per hari saja susah, dulu pernah 1,6 juta barel per hari, selisihnya dari impor. 
Bahayanya kalau impor semakin banyak impor kita maka semakin gampang kita disetir, jadi gampang susah secara ekonomi. kita sangat lemah disiitu dan konsumsi kita terhadap BBM terutama untuk transportasi mencapai 99 persen, bisa dibayangkan klo mnyak terganggu dampaknya seperti apa. Pemerintah melalui kementerian ESDM melihat energi ini bukan faktor ketersediannya saja yang kita pikirkan tetapi bagaimana masyarakat juga bisa merasakan semuanya, aksesnya kemudian afordibilitinya jadi pekerjaan kita semua. Jadi sekarang kita punya satu statement untuk membangun apa yang namanya energi berkeadilan. 
Jadi bukan punya si kaya tetapi sampai pelosok pelosok, karena permasalahnn kita mulai dari di kota yang apa semuanya ada, di pedalaman. Di daerah daerah terpencil yang bagian timur indonesia masih ada lebih dari 2.500 desa yang sampai sekarang belum ada listriknya. Sektor energi ini sangat luas dan pengelolaanya juga sangat kompleks, beda kota permasalahnnya beda meskipun menunya energi. Kita bicara EBT, ini juga tidak kalah kompleksnya. permasalahannya sudah kita tahu yang sulit bagaimana mengatasi permasalahan itu, tidak mudah. Energi berkeadilan pada prinsipnya adalah di dalamya ada upaya meningkatkan rasio elektrifikasi. saat ini rasio elektrifikasi kita 95,5 persen. Dalam konteks rasio elektrifikasi kita ada program di sisi hulu yakni program 35.000 megawatt. ada program listrik pedesaan untuk berikan akses ke 2.500 desa lebih
Terkait pada afordibility keterjangkauan pemerataan ada subsidi yang musti diberikan kepada pengguna golongan nergi tertentu. BBM satu harga itu program yang baru dari presiden untuk berikan keterjangkauan harga ke masyarakat. Itu berlaku tapi saya tidak tahu bagaimana menjaganya sampai bisa benar benar dalam waktu yang lama karena kalau ada informasi mengatakan saat menteri datang presiden datang harga sama, begitu pulang naik lagi. Jargas dan converter kit LPG, keberlanjutan karena ada spektrum ini maka EBT jadi porsi yang paling utama. 
Investasi ini jadi satu isu juga yang sangat penting karena ketersediaan energi itu sebenarnya meski dijamin pemerintah melalui UU semua warga berhak mendapatkan energi tapi kemampuan pem sediakan itu terbatas, oleh karena itu perlu peran swasta. Bagaimana supaya peran swasta baik, tentunya iklim investasinya harus diperbaiki. antara lain ada reformasi birokrasi, ada 186 regulasi yang dicabut direvisi disimpliksi untuk memudahkan investasi pada 2018. Energi berkeadilan untuk mendorong kemandirian energi, masih jauh untuk dicapai. Program energi kita di sektor pembangkit ada 57 persen batu bara (BB). Enggak salah karena BB kita itu berlebih produksinya bahkan kita ekspor juga besar di dunia. krn untuk komoditi saja, 400 juta ton produksi, yang dalam negeri enggak sampai 100 juta ton. Kalau pembangkit EBT 12 persen, dilihat energi secara keseluruhan hanya 8 persen. 
Kondisi yang kita hadapi ketersediaan energi fosil terbatas, minyak tinggal 10 tahun. sekarang ya masih 10 tahun. ini karena ada penemuan cadangan tapi tidak signifikan. Yang mungkin perlu kita lihat produksi 1,6 juta barel per hari tinggal 800 kurang. kemmapuan makin menurun krn cadangan juga amkin emnurun
Batu bara yang kita punya banyak 3 juta ton per tahun masih akan ada sampai 82 tahun klo tidak dieksploitasi secara besar besaran. Produksi 400 juta ton ditahan jangan naik lagi, ekspor perlahan dikurangi jangan 300 juta ton, sisanya dioptimalkan untuk domestik, ini bagus untuk create ekonomi yang lebih baik. 
440.000 MW potensi, 200.000 diantaranya adalah surya. tetapi yang banyak kita gunakan adalah hidro yang 75.000 tapi kembanginnya agak sulit juga. Untuk membangunm pembangkit hidro tidak segampang yang kita bayangkan. masalah lain invest tinggi PLN tidak mau beli atau syaratnya sulit. atau PLN sudah OK tapi terganggu soal sosial misal diganggu soal adat. Panas bumi, dulu sudah ada 1200 MW, setelah 10 tahun, 2.000 MW target 2025 potensi 29.000 MW. Ada pemanfaatan tidak langsung misal Lahendong untuk pemanasan pembuatan gula semut, di garut buat pemandian air panas. 
Angin. per juli ada 75 MW DI Ssidrap. di Jeneponto juga ada 72 MW, sekarang 80 persen. 1 unitnya di Sidrap itu 1 baling-baling 80 meter plius 75 meter bisa 2,5 M, di Jeneponto 1 unitnya 3,6 MW, tinggi atas bawah 130 meter, blade 63 meter, hamopir 200 meter. Sukabumi juga ada potensi 200 MW. Di NTT ada, di ambon ada, Surya, punya 90 MW tetapi sebentar lagi Indonesia jadi negara produsen PLTS terbesar karena ada MoU 1 site PLTS kapasitanya 200 MW, butuh 200 hektar lahan. Lahannya di atas danau di bendungan anak usaha PLN PJB, investasinya dari UEA. Sebentar lagi ini akan booming. PLTS apung namanya, di Danau Toba juga sudah datang. kami mau bangun PLTS apung di Danau Toba 400 MW. permasalahannya, sistem di situ mampu terima atau tidak. sini masalah lain. PLTS dan PLT bayu itu sifatnya intermitten
Maka ini juga jadi satu soal apalagi kalau kapasitasnya besar. Sidrap punya potensi 3x75 MW, tapi sistem Sulsel hanya 1.300 MW, belum mampu serap. apalagi kalau Jeneponto masuk. Takutnya PLN klo tiba-tiba 150 MW kehilangan angin saat yang sama maka sistem ini akan down, berpotensi blackout, bagaimana mengatasinya? Ada sistem barterai tapi itu system cost. Energi laut sudah ada FS di selat Larantuka NTT, bangun jembatan 500 meter dibawah jembatan ada turbinnya, tapi masih FS. 
Peran EBT, 23% target untuk capai 45 GW di 2025 sekarang baru sekitar 9.000 MW jadui masih jauh, gimana capainya? 
Penurunan GRK, kita tahu kita jago tetapkan target tinggi, 29 persen emisi akan diturunkan pada 2030, itu janji kita kepada internasional. Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement (PA), tujuannya adalah supaya menjaga kenaikan temperatur bumi itu jangan melebihi 2 derajat celcius terhadap kondisi sebelum industrialisasi. Katanya, jikalau naik 2 derajat celcius lebih maka pemanasan global akan berdampak pada pencairan es di kutub, permukaan air laut naik, pulau pulau yang akan terendam dan tebggelam terutama di daerah pasifik. Masuk akal, tapi ada juga yang tidak percaya. 
Pertemuan setiap tahun ada COP, tahun ini di Polandia, tahun lalu saya hadir di Bonn, sebelumnya Marrakesh, lalu Paris. Untuk sektor energi ada 314 juta ton penurunan emisi yang kita targetkan. Diitung berdasarkan kondisi terpaksa harus diitung. sebelumnya 30 juta ton, tiba masuk ke PA, kita ditargetkan 470 juta ton penurunan  emisi. kita kaget dasarnya apa, memangnya kita punya potensi itu, akhirnya pidato Menteri LHK Pada waktu rapat besar dimentahkan oleh pernyataan pak Rida bahwa itu belum fixed, ada enggak angka itu, akhirnya balik negosiasi, rupanya bahan presentasi itu yang dipakai ke UNFCC. 
Kita masih punya tantangan. Ketersediaan dana murah kita belum, EBT ini tidak cukup hanya pemerintah tapi kita butuh swasta, kita juga harapkan ada dana murah yang bisa diakses swasta supaya bisa bangun lebih baik karena sekarang ini EBT ini statementnya harga tinggi karena: 
1. lembaga pembiayaan lihat risiko EBT tinggi oki kalau kasih pembiayaan bunganya tinggi.14-15 persen ya susah orang investasi, belum jaminan kolateral yang diminta lebih dari sekian persen yang dipinjam.
2. ketergantungan terhadap ekologi, tetapi sekarang sudah ada perbaikan, lokal sudah mampu bikin 1 MW tapi untuk di atasnya itu belum, PLT bayu yang di Sidrap itu turbinnya dari Spanyol, blade dari China, yang dari Indonesia semennya, besinya, pondasi, tenaga kerjanya sama tiangnya. 
3. daya tarik EBT menarik, cuman karena permasalahan UU, insentif, 
4. EBT sifatnya intermitten, jadi soal, harus ada back up nya. Kalau bangun PLTB 70 MW back up nya juga 70 MW sama , PLN garang. Namun sekarang jangan lah gitu, ada kompromi berusaha
Kita sudah punya target bauran energi 23 persen, 23 persen itu 75 persennya adalah pembangkit, PLTB, PLTA PLTSa, 25 persennya fuel bioenergi. target kita 30 persen. Sekarang indonesia yang lead di situ 2020 bisa 30 persen. Di dalam RUPTL, khusus EBT ada perubahan target dari 30.000 MW dr 2027, turun jadi 20.000 MW, sehingga yang ada sekarang 15.000 MW.  Kalau ini terus seperti ini, maka target yang tadinya 45.000 MW di 2030 bisa tidak tercapai. Ini Juga karena PLN harus realistis yang harus untung kan dia juga ada risiko-risiko sebagai perusahaan. TAdinya rencana itu didasarkan kepada pertumbuhan 8-9 persen demand per tahun sehingga pembangunan 35.000 MW itu disipkan untuk akomodir pertumbuahn itu, tetnata 2017 3-4 persen saja pertumbuhan demandnya
Itu terjadi, kemungkian ada deindustrialisasi atau konservasi, atau ada lifestyle yang pengaruhi signifikan penggunaan energi. Misal untuk rumah tangga, kalau dulu AC boleh AC murah, tapi kita enggak itung selama operational cost nya berapa, itu bisa berlipat kalau dikumpulkan konsumsi energinya. Program yang dibuat itu ac rumah tangga sudah ada label, konservasi. impaknya sangat kuat terhadap pasar AC, klo ada pasar AC yang Rp 2 jutaan tapi konsumsi energinya besar enggak boleh lagi dijual. Bintang 4 paling efsiien. COP nya paling tinggi, inverter diatasnya dan konsumsi energinya sedikit
Surya masih sedikit tetapi kami yakin surya akan booming, baru saja kemaren kami ditugaskan pak menteri untuk surya, itu nanti akan booming karena belum ada regulasinya saja, harganya kita pakai metrik saja tidak ada beda harga dari PLN dengan harga eskpor ke PLN. itu yang sekarang ini berkembang. Strateginya kita prisoritaskan pengembangan panas bumi, hidro angin, Kemudahan iovestasi, penyederhanaan regulasi, insentif, bebas bea masuk, pengurangan pajak, tax allowance, tax holiday, percepatan elektrifikasi dengan regulasi. 
Ada dua pendekatan untuk penyediaan listrik di Indonesia. Permen 50 mengatur hubungan bsinis antara swasta dengan PLN untuk EBT, mekanisme pembelian tenaga listrik PLTP B to B, PLTSa B to B. Tetapi harganya itu yang diatur, kalau berdasarkan BPP listrik itu, kalau BPP nya tinggi dr BPP nasional maka harganya 85 persen tergantung jenis EBT nya terhadap BPP, contoh kalau di NTT 20 sen BPP nya 2017, maka harganya 17 sen dari PLTS itu, tapi buat PLN itu harga tertinggi, masih di negosiasi. 
Ada ketakuran juga diantara GM GM ,  ada persyaratan tambahan setelah masa kontrak 20 tahun 30 tahun ada BOOT. Kemudian harganya ada yang ditetapkan USD. Di luar jawa umunya lebih tinggi dari BPP nasional, di NTT paling tinggi, tapi demand nya ada enggak di sana, bangun 5 MW PLTS di NTT sekarang sistem yang ada di sana eksisting kan sedikit, kalau 5 MW mau dimasukkan begitu ada awan mati semua lampunyam sehingga dibatasi enggak bisa masuk 5 MW. Di NTT ada PLTD apung, untuk tambah kapasitas sistem, nah kalau gitu bisa masuk. Inilah dasar penyusunan harga listrik dari PLN. 
3. Ir Emma Rachmawati M.Sc, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian LHK. Tanggal wawancara 15 Agustus 2018. 
Paris Agreement (PA) itu Persetujuan Paris, COP pakai Conference of the Parties. Mitigasi adalah reduksi GRK jadi satu aja, mitigasi perubahan iklim. Kalau PA itu rujukannya bukan Kyoto Protocol (KP). KP hanya untuk negara maju sementara PA untuk semua negara. Negara-negara susun PA work programme atau Paris rule book akan disosialisasikan akhir tahun ini dan akan diadopsi tahun ini. KP memang berakhir dengan selesainya pelaksanannya tahun 2012. Mandatnya kan KP ini 2008-2012 bisa diperpanjang dengan Doha Amandment. Tapi Doha Amandment hanya segelintir diratifikasi jadi tidak entry to force. Dengan demikian KP pada 2020 tidak bisa dilaksanakan. Jadi KP enggak bisa jadi rujukan karena pengaturannya hanya untuk negara maju. Jadi kalau PA itu nanti acuannya PA work programme. Indonesia memang ikut KP tetapi enggak kewajiban karena bukan annex 1. Aturan teknis akan lain, KP kita ratifikasi tapi enggak ikut karena kita bukan annex 1. Tapi kalau PA kita ratifikasi dan kita akan ikut Paris Rule Book (PRB) ini. Di PRB ini ada aturannya bagaimana adaptasi, bagaimana mitigasi, laporkannya bagaimana, verifikasi bagaimana, kalau enggak tercapai bagaimana. 
UNFCCC, drafnya belum bisa keluar bulan depan dirundingkan di Bangkok Adhoc Working Group on PA (APA). MRV jadi transparansi, itu untuk mitigasi, finance, adaptasi, capacity building lengkap, teknologi dll. Di Bonn COP 2017 itu ada dokumen tebalnya 200 halaman, 180 mitigasi, 1.809 dikurangi jadi 35 halaman, ini yang akan dinego di COP Bangkok. Kita sih yang penting bagaimana pengaturan itu enggak memberatkan Indonesia tetapi tetap secara internasional agar emisi masing masing negara bisa dihitung dan di agregat sehingga ketahuan global itu berapa CO2 nya dan hubungan dengan 2 derajat celciusnya akan seperti apa. Jadi kalau KP itu karena atur negara maju itu accountingnya sangat ketat tidak bisa disamakan dengan negara berkembang makanya kita buat aturan baru dalam PA ini. Article 6, itu mengenai market. ini masih berjalan, masih agak jauh dari kesepakatan karena banyak negara yang memaksakan untuk secepatnya ini dijalankan karena CDM dengan KP-nya tidak jalan ya CDM otomatis pasarnya enggak jelas lagi. 
Beberapa negara seperti Brasil itu sangat keras menentang market, seperti Brasil yang dalam NDC nya juga tidak mau memasukkan aspek market karena menurut Brasil itu sesuatu yang masih jauh. Kalau Indonesia, jadi begini terutama artikel 6 kalau terkait market itu larinya akan ke lahan. jadi ada pihak yang dorong kalau market itu yang dijual adalah lahan. nah itu kami keberatan karena lahan kita alihfungsinya besar dan tekanan pembangunan juga besar. NDC kita terbesar juga untuk sektor lahan, jadi posisi kita tidak akan gunakan market untuk NDC. Jadi kalau internasional market kita tidak ikut karena kita itu untuk mencapai 29 persen itu berat karena banyak asumsi yang bisa dilanggar misal kebakaran hutan, itu sudah ada penyimpangan itu berat untuk sektor lahan. 
Kalau tiba-tiba ada yang ngejualin gitu, kan negara maju itu seperti jepang kalau turunkan 1 ton CO 2 di jepang jauh lebih mahal dibanding dia beli. Misal dia nanam di indonesua atau ada perusahaan mau jual karbonnya itu dia beli murah dan itu dia enggak repot. Enggak ada urusan dengan masyarakatnya dan sebagainya. itu yang kita enggak mau. karena untuk 17,2 persen dari sektor lahan itu seperti itu. Terus ada lagi, dari IKO itu dia beli karbon ke lahan lagi padahal sektor lain. Oleh karena itu agak jauh untuk ke artikel 6. Tapi kalau untuk pengembangan pasar domestik itu dimungkinkan karena kalau pasar domestik kita klaim sendiri tidak diaklaim negara lain. karena orang sering tergiur kalau dapat uang bantuan tapi penurunan emisinya tidak bia kita klaim. 
Catatan kita enggak gunakan INDC, tapi NDC, INDC kita 2015 awal kita submit di Paris kemudian kita buat rincian yang detil itu sudah NDC karea negara-negara itu setelah 1 tahun pas ratifikasi harus NDC. Masuk ke sektor energi,ini kan sebetulnya untuk NDC ini masing-masing sektor di internalnya juga punya analisis sendiri dan kemudian nanti digabung di LHK dan kami di LHK itu koordinasikan keseluruhan sektornya, untuk energi itu yang hitung di ESDM sampai subsektornya keluar. Jadi kalau misialkan ditanya komitmen pasti mereka akan pegang komitmen karena angkanya itu dari mereka dan mereka sudah turunkan itu merujuk ke RUEN, ke KEN, ke RUPTS semua ada di sana jadi kalau misalkan diumpanyakan di internal mereka punya kesepakatan enggak hanya  NDC tapi RUEN, KEN dan sebagainya maka di tingkat internasional kemenyerian ESDM punya dorongan dari luar. Jadi bisa jadi pendorong untuk ESDM untuk pendanaan atau politis itu bisa untuk mendorong karena banyak tekanan lah kita karena banyak protes ke pembangunan pembangunan yang lain jadi banyak pilihan kebijakan itu kan yang jadi menyulitkan. 
Tantangan itu batu bara, berikutnya tantangannya itu EBT itu kan susah sekali bergeraknya dari sisi pricing dari sisi kebijakan di nasional atau daerah misal untuk pembebasan lahan di era EBT. Dengan mereka masuk NDC ini ada beberapa instrumen instrumen keuangan yang bisa digunakan. Kalau untuk fundingnya ya enggak tahu persis mungkin teman-teman di BKF atau di ESDM yang tahu krn di BKF merupakan penanggungjawab green climate fund di Indonesia. Yang saya tahu beberapa kegiatan green sukuk itu biayai kegiatan EBTKE dengan dia masuk di NDC dia dukung mitigasi dia bia dapatkan sumber sumber pendanaan tetapi memang pekerjaan rumah, itu merupakan pekerjaan rumah karena itu libatkan otoritas keuangan karena bagaimana bisa dibangun suatu kepercayaan karena kalau saya lihat sektor keuangan juga belum percaya dengan energi terbarukan dan investasinya besar. Kalau saya bicara dengan OJK mereka bilang EBT risikonya masih tinggi dan bank itu mau asal ada kewajiban dari OJK diberlakukan sama semua bank tetapi kalau per satu bank mereka tidak akan mau krn risikonya ditanggung sendiri, OJK belum bisa masuk ke sana sehingga perlu intervensi kuat dari otoritas keuangan. EBT butuh pendanaan yang besar tetapi belum bisa menggunakan pendanaan konvensional yang ada sekarang
Ada komitmen dari negara maju, berapa miliar dollar, bagaimana Indonesia memanfaatkan itu? 
Itu kan cerita lama 100 billion USD itu tetapi itu enggak berarti uang cash, meraka akan salurkan ke lembaga-lembaga keuangan yang ada dan mereka tinggal sampaikan ini saya sudah berikan lewat CEF, World Bank dan sebagainya dan itu mereka akan klaim, maka BKF tata akan bujeting APBN lalu dana hibah berapa. Misal Jerman klaim kasih 1.000 tapi data kita hanya 100 karena Jerman kasih banyak ke lembaga nonpemerintah jadi tidak terdata di pemerintah. Semua adminstrasi bantuan harus masuk ke pemerintah di DIPA agar masuk ke keuangan negara. Jadi kalau mereka klaim, kita tidak akan akui. 
Manfaatkan apa dari sisi pendanaan? 
Banyak yang ikuti green climate fund itu ikuti aturan jadi bermanfaat. Kita sudah masuk G20 itu pertimbangan Indonesia kalau dapat pendanaan juga tertentu karena Indonesia dianggap sudah lebih mapan perekonomiannya sekarang bergerak ke negara LDS seperti Myanmar Kamboja atau negara negara Afrika. Kita sedang susun pembentukan BLU untuk badan lingkungan hidup. Ini utnuk tampung dana dana hibah, ini independen karena masalah accountingnya juga ketat donor juga awasi misal tampung uang Norwegia akan cek langsung perusahaan apa yang akan dapat pendanaan. 
NAMAs? 
Nationally Appropriate Mitigation Action, ini RAN-GRK, NAMA ini dibangun karena banyak negara berkembang butuh bantuan negara maju untuk mitigasi perubahan iklim, makanya dibentuklah upaya negara untuk melakukan mitigasinya sendiri, dengan dana sendiri dan upaya sendiri. Ya sebetulnya NAMA itu di launch di COP Bali dan enggak lama kita punya RAN GRK ya isi NAMA itu RAN GRK. Kemudian banyak proyek proyek yang diberi nama NAMA, itu ada bantuan internasional misal Perhubungan punya NAMA SUTRI, Sustainable Urban Transport Initiative. Baru satu kita, itu dapat pembiayaan NAMA Facility donornya Jerman dan Inggris. Kemudian ada beberapa project lain tetapi tidak berhasil rata-rata project NAMA itu pembiayaannya satu negara satu kuenya terbatas semenetara negara yang butuhkan banyak. 
NAMA itu konteksnya pre 2020 jadi saat Paris Agreement (PA) tidak dibilang lagi NAMA karena NDC yang 29 persen ini sudah dibilang itu NAMA, kita biayai sendiri tapi enggak disebutkan sebagai NAMA, karena NAMA itu kan pelaporannya dan sebagainya beda dengan apa yang diatur di PA sehingga hilang istilah NAMA. RAN GRK itu sendiri kita susun di 2011 saat pemahaman kita ilmu kita sangat terbatas dan tulah kenyataan dan mmg banyak yang sulit dilaksanakan dan korelasinya ke penurunan GRK tidak langsung seperti contohnya di KLHK ada pemasangan tapal batas hutan itu lebih kepada melindungi hutan dari penjarahan, logikanya kalau penjarahan berkurang ilegal logging berkurang maka emisi GRK kan berkurang. Tapi kan enggak otomatis hari ini kita pasang tata batas terus emisinya turun, nah ada banyak yang begitu di sektor kehutanan. Oleh karena itu di NDC kita betul menata dan di kehutanan kita fokus pada penurunan defortesasi, penurunan degradasi, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut
Kalau NDC ini enggak tercapai bagaimana? 
Ya harus tercapai, jadi kalau konvesni biasanya hukumnya enggak akan semua setara, mekasnisme enggak bisa misal satu negara tidak mencapai kemudian dihukum, nah bentuk hukumannya apa, siapa yang menghukum? Karena ini kan bukan kriminal ini sama di konvensi yang lain itu dalam bentuk diumumkan saja kalau tidak tercapai itu bagi negara akan sesuatu yang memalukan seumur hidup karena tercatata di PBB dan itu enggak akan pernah dihapus. Tapi kita harus sepakat bahwa kita akan mencapai di 2030, apapun caranya. baseline perhitungan kita ganti bukan baseline di RAN GRK krn itu overestimasi gunakan baseline NDC jadi pakai yang 2030. Itu kita sudah lakukan perhitungan ini. Kenapa market itu penting yang domestik, bagaimana kita hitung penurunan oleh perusahaan bagaimana. Kalau lihat skenario NDC kita itu skenario kemampuan APBN kecuali industri, kalau industri memang dari sisi NDC itu sektor sewasta semua karena sektor perindustrian kan memang tidak melakukan upaya GRK hanya susun pedoman saja. Kalau ESDM itu kombinasi. Dia kalau bicara pembangkut pasti swasta. Tapi sektor kehutanan semua itu uangnya kementerian. Limbah itu sebetulnya di kab kota, kementerian tidak lakukan penurunan. misal direktorat sampah kasih mesin pencacah sampah tapi yang lakukan bukan KLHK
Yang akan kita perkuat itu adalah hitung penurunan NDC dari GRK swasta, dan masyarakat untuk perkuat NDC kita. Bolong bolong pasti ada karena kesepakatan NDC itu kan 2015, perkembangan pembangunan kan juga terus dilakukan misal penggunaan premium semakin banyak itu pasti ada pengaruhnya. Kalau Biodisesel B20 dpercepat akan turunkan emisi, karena B30 itu di 2030. walau kualitasnya masih belum, minyak kelapa sawit dicampur solar jadi masalah, komitmen ya, yang sampaikan itu presiden ya kita wajib untuk ikuti. 
NDC untuk semua negara baru dibuat. Kita tidak mencontoh China dan India untuk percepatan target NDC? 
Agak lain kalau China dan India fokus ke energi, Indonesia semua sektor jadi agak mudah ke mereka. mereka bisa aja di sektor lahan melakukan alih fungsi lahan, tapi indonesia kan tidak. Kalau di ESDM kan targetnya energi yang murah dan rasio elektrifikasi 100 persen dan itu hanya bisa dicapai dengan cepat dengan BB dan sampai 2020 memang begitu, dan di kelistrikam di 2025-2030 untuk EBT RUEN-nya jelas. NDC kita targetnya jauh lebih runut daripada RUEN. Kalau RUEN RUED kita ikutin harusnya tercapai 23 persen bauran energi itu. Kalau kita memang tidak ekslusif satu sektor saja baru semua terlibat dan memang tidak bisa sendiri, bisa dengan hutan, dengan industrinya. Jadi memang tantangannya luar biasa, kalau kita bicara NDC itu semua pihak semua kementerian merasa terlibat. Merasa punya kepentingan tetapi kalau hanya pencemaran semua orang merasa itu bagian KLH aja walaupun sekarang mereka bicara industri hijau dan sebagainya tapi kan mindset target kan industri, produksi. 
Silo regulasi?  Regulasi apakah akan jadi penghambat kah?
NDC kan gunakan modelling dan saat modelling itu tidak silo. jika kita bicara EBT pasti ada hubungan dengan hutan.  Sebetulnya kalau dari sisi regulasi untuk EBT sudah lengkap, PP yang dukung Konservasi Energi itu kan isinya sangat bagus tapi kenyataan enggak jalan atau insentifnya green building, yang asing akan pemerintah belum kasih recognize apa-apa.  Implementasinya belum padahal sudah ada aturanya. Konservasi energi kalau bangunan kalau enggak green building kan akan diberi izin, tapi ada juga banyak perusahaan internasional sertifikasi lewat singapura yang sudah recognize secara global. 
Kendala itu lebih di implementasi kalau peraturan itu sudah banyak dan memang komitmen. Kalau kami lebih pantau seberapa kesiapan masing-masing kementerian itu kan misi 2020 sekarang 2018 kami pantau kesiapannya misal aspek kebijakan, pendanaan, aspek teknis. ESDM paling maju dari 11 persen itu berapa persen migas, ketenagalistrikan migas, EBT dan sebagainya. Saya sih optimistis, harus punya evaluasi tiap tahun posisi di mana jadi bisa  diketahui di mana bolongnya, bolongnya banyak terutama dari sisi pendanaan.
Oleh karena itu ada upaya memasukkan investasi swasta karena dari APBN sudah tidak cukup. Lalu masyarakat belum dihitung, beberapa upaya masyarakat, mitigasi misal di pesisir tanam kopi saja di lahan kritis itu sudah mitigasi. Makanya buat SRN, karena RAN GRK hanya hitung yang RAN GRK saja, susun 2011 dan sekarang baru terfikir ini juga mitigasi. Jadi kita tetep lakukan perhitungan dan dengan SRN sistem registri nasional. 
Jadi kalau untuk adaptasi kita enggak akan dengan sesuatu yang kuantitatif, kalau mitigasi misal mikro hidro bisa dibandingkan dari sisi penurunan emisi GRK, tapi adaptasi sangat spesifik, tindakan adaptasi seperti apa di mana kejadiannya kondisi iklimnya itu enggak bisa dibandingkan. Oleh karena itu adaptasi dengan pengukuran itu negara berkembang keberatan, oleh karena itu di paris rule booki tu akan kualitatif bentuknya
Kritik dan solusi? 
Sebetulnya kita pe-er masih banyak kalau contoh kembali ke EBT banyak sekali regulasi dan banyak prosesnya terutama pembebasan lahan, misal dengan perda jadi harusnya bagaimana, yang harus dilanjutkan deregulasi perizinan tingkat provinsi kota. Aturan daerah sering jadi hambatan lahan saat EBT, kemudian masalah investasi, sampah itu untuk NDC kita hanya bisa dicapai dengan investasi teknologi waste to energy, di kita teknologi enggak dipercaya, kita pernah punya perpres yang di sue sama LSM lalu dibatalkan dan sekarang sedang disusun lagi. Kalau hanya andalkan pengelolaan sampah seperti sekarang masih susah, belum konflik dengan masyarakjat. makanya ada bank sampah. Bicara emisi itu terlalu sedikit sampah yang dikelola, kalau di bank sampah yang dilihat hanya kertas, plastik enggak dilihat, berapa ton pun enggak penfaruh karena dilihat hanya kertasnya. 
EBT susah, kemudian bagaimana dukuingan otoritas keuangan? BKF sudah inisiatif kasih insentif 2 baru. Tapi itu enggak menjawab, industri akan tanya kalau saya sudah menurunkan emisi GRK lalu insentif buat saya apa, kalau saya di mitigasi saya harus berproduksi secara efisien dengan listrik yang hemat bahan baku hemat kemudian hasil sampingannya turunkan GRK, tujuannya kan penghematan
Atur market enggak mudah, demandnya ada dulu jadi suplai bisa masuk, yang mau beli siapa, pemerintah yang beli, pemerintah dari mana duitnya kalau industri yang beli susah. Di AS itu ada tradeable permit perusahaan mau buang limbah di sungai apa, baku mutunya tertentu, ternyata dia efsiein dengan baku mutu yangg baik, sisa baku mutu bisa dijual ke perusahaan lain. itu sudah b2b tapi difasilitasi pemerintah
Itu ngeri dan kita enggak mau pakai, makanya cap n trade, seperti itu, nanti punya batas treshold di mana, ada beberapa perusahaan yang haus energi, mereka dipatok hasilkan emisi sekian lebih dari itu mereka harus bayar, bayarnya dari perusahaan lain yang turunkan emisi misal perusahaan mengelola sampah. misal olah sampah jadi listrik, listriknya yang diambil. Itu yang harus dibangun di kita. Pe-er banyak tapi pe-er ini bukan hanya NDC tetapi juga untuk pembangunan, \
Langkah Indonesia mencapai target NDC sudah benar?
Indonesia sudah maju untuk perubahan iklim kelasnya Indonesia China India Brasil, persiapan nasional kita sudah jauh ada RAN GRK, sistem inventarisasi SRN. 
4. Dicky Edwin, Kemenko Perekonomian. Wawancara 15 Agustus 2018. 
Indonesia vs Paris Agreement (PA)? 
Indonesia bisa mencapai target, tapi ada prasyaratnya, pertama pemerintah harus betul betul hitung berapa penurunan emisinya. Kedua melakukan prioritas mana yang kemudian bisa dilakukan dengan tata cara yang bisa diterjemahkan dalam masyarakat, komunitas, diterjemahkan sehari-hari, tapi terukur. Yang susah keterukuran itu sebab terukur dan transparansi jadi salah satu syarat mencapai target emisi. Tapi, sekarang pemerintah harus melihat dan menmghitung berapa yg harus dilakukan oleh masyarakat, berapa oleh pemerintah dan berapa yg diberikan subsisi berapa yang dilempar ke swasta berapa yang dilempar ke pasar. Jadi klo kita punya 100 peluang, maka pemerintah harus memetakan target mana saja yang harus dilakukan oleh masy melalui hukum dan tta peraturan serta sosialisasi. Di negara lain juga sama, tapi memang harus dilakukan katakan shifting dari minyak tanah ke biomassa, itu bisa, minyak tanah ke gas kota itu harus ada subsidi. Intinya kembali ke carbon pricing, gimana pemerintah itu kemudian harus menentukan bisa produksi berapa, mana mana dan mana yang tidak, tidak semua harus dilakukan pemerintah, masyarakat, swasta/badan usaha. Semua punya tugas dan kewajiban masing -masing agar ekonomi bisa jalan. 
Jadi enggak mungkin semua bisa langsung diganti denga energi bersih, enggak, pasti ada tahapannya. tahapan itu yangg kita perlukan sekarang. Kalau bicara, skalanya, ya kita belum tahu karena belum ada tata peraturan yang bisa dihitung, karena syarat NDC selalu ada dua yakni transparansi kedua adalah perhitungan. Itu yang harus dilakukan setiap ada penruunan emisi harus ada metrologi yang jelas. Sudah ada di beberapa tapi belum. Jadi memang yang kemudian terjadi orang mendorong biaya paling mahal masuk padahal ada biaya yang sangat murah yang itu yang luput makanya bener kata Sudirman Said bahwa kemudian yang di depan harus ada teknokratis, kalau kemudian semua kepentingan sesaat itu susah. Ada target, tujuan bagaimana konsistensi, kalau mengarah ke sana pasti tercapai. 
Enggak bisa kasih skala, tapi sisi regulasi banyak dan benar, aturan OK, yang jadi masalah adalah eksekusi. Yang paling utama adalah penyiapan prioritas, kemudian penyiapan pembiayaan, lalu penyiapan modal perhitungan. Modal perhitungan itu harus ada karena sering lupa dihitung. Saya sudah ganti Indonesia melakukan dari minyak tanah ke LPG, dari cair ke gas ada penurunan emisi jelas, harusnya bisa dihitung tapi enggak dihitung, ilmunya belum sampai ke sana, padahal tiga hal itu harusnya sudah ada. Ini sambil jalan, banyak yang sudah siapin, masalahnya apakah dipakai atau enggak, 
Kalau tidak penuhi target PA ada sanksi? 
Bagi saya dampaknya, tidak ada, tapi dampaknya ke anak cucu, kita belum merasa, karena Indonesia gagal dalam masyarakat global untuk penuurnan emisi, apakah itu mengada-ada enggak, kalau kita bicara itu dalam konteks global maka sumbangan Indonesia dalam emisi itu besar dan kalau kita gagal untukm mengubah itu kita akan gagal jadi negara yang lebih maju. Negara yang lebih maju salah satu cirinya adalah mereka lebih efisien, efisienesi, clean energy, itu ciri negara maju. Polandia, Jerman, masih pakai beberapa persen, itu hanya dilakukan untuk energy security enggak selamanya renewable, karena takut sewaktu waktu angin gak bertiup atau bencana, itu ada ES. Kalau dibandingkan dari sisi energi kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan, kalau bagi kita saat ini kita gak akan kerasa. 
Pemerintah dorong pengeboran minyak dibanding EBT? 
Anda lihatnya dari kacamata yang lebih luas lagi, seberapa besar sih minyak akan jadi sumbangan ? Gak akan besar karena sebesar-besarnya minyak enggak akan 1,7 juta barel, kalau akan dicari Enhance Oil Recorevy sumur tua bukan eksplorasi karena gak ada hasil studi memanfaatkan secara penuh berapa persen bisa nambah? Dibandingkan pertumbuhan penduduk dan demand energy, gak akan mencukupi. Tiap tahun konsumsi energi pasti meningkat karena dua hal yakni pertumbuhan penduduk, kedua pertumbuahne konomi. Perkalian dua hal tersebut membuat kebutuhan energi meningkat. Jika minyak meningkat apakah eksponensial atau enggak, secara persentase dia pasti akan turun dan ini yang harus dipenuhi dengan renewable energy. 
Anda bisa bayangkan kalau penduduk Indonesia 100 juta, 2030 jadi 130 juta, minyak 20 persen nambah 20 persen pun gak akan nutup. Inilah yang kemudian perencanaan itu harus dibikin. Masalahnya konsistensi dari tiap rezim dari tiap pemerintah yang beda beda. Setiap negara itu harus punya garis besar ke arah mana. Saya bandingin dengan Malaysia, itu 2 tahun lalu di Malaysia nonton debat DPR Malaysia, bagaimana memenuhi kebutuhan air malaysia 2050, di Indonesia belum ada, 5 th maksimal, padahal kalau kita bicara jangkauannya 1 generasi minimal. 20-50 tahun ke depan, kita 5 tahunan, padahal kita punya RPJMN, jadi kerangka ada peraturan ada, penerjemahan ini kadang sangat kondisional dan dipengaruhi politik setempat atau politik sewaktu itu. Kacau
5. Satya Yudha, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR. Wawancara 15 Agustus 2018. 
Diadopsi sejak 2015 diratifikasi 2016 dan jadi NDC ada ketentuan yang agak mengikat. Dari DPR dan saksi mata PA dari 2015 sampai sekarang adopsinya seperti apa dan implentasi seperti apa, dampaknya seperti apa?
Sejak ratifikasi sudah secara hukum mengikat, sudah menjadi UU berarti implemtasinya sebagaimana layaknya perundang-undangan yang harus diikuti oleh seluruh sektoryang terlibat NDC itu. Dalam NDC dijelaskan banyak sektor lain yang terlibat. Di situ bisa terlihat dari sisi energi kontribusinya bisa 33,67%. dari sisi perubahan lahan sekitar 44%, sisanya dari industri. Di breakdown lebih detil lagi. Misal keterlibatan, Small Medium Enterprises (SME) untuk menerapkan circular economy, atau ekonomi yang berputar sehingga meminimal waste atau tidak ada waste. Penerapan circular economy dalam SME menjadi faktor dalam NDC. Dari sisi perubahan lahan sudah jelas dari UU lingkungan hidup. Dari sisi energi dibagi menjadi dua, masalah transportasi dan electricity atau power plant. Transportasi dibagi lagi bahwa ingin bisa mencapai standar Euro 4 atau bahkan bisa mencapai Euro 5 karena itu sudah mengurangi polusi udara kita. Selain itu kita juga menginginkan konversi dari BBM ke BBG. Dalam power plant kita tidak bisa menghilangkan PLTU atau mengunakan batu bara. Tetapi KLHK melalui persetujuan amdalnya menekankan bagaimana high dan fly ash,  debu-debu yang ditimbulkan dari penimbunan dan transportasi batu bara diharapkan sesuai dengan standard dan memanage fly ash nya. 
Ini hal-hal yang menurut saya memiliki kontribusi terhadap implementasi NDC. Jadi kalau menanyakan apakah implentasinya sejalan ya harus sejalan. Tapi seberapa cepat? Itu dari satu sektor ke sektor lain berbeda. Misalnya menuju ke Euro 4 progressing meski sangat-sangat lambat. Apalagi konversi BBM ke BBG masih jalan di tempat. Kalau penerapan industri kecil dan menengah untuk circular economy sudah jalan di beberapa tempat. Sebetulnya kalau melihat konsistensi pemerintah Indonesia terhadap arah NBC sudah betul. Namun perlu strong leadership. Maka presiden harus mengumumkan bahwa Indonesia menerapkan low carbon economy. Begitu seharusnya karena dengan begitu akan diikuti oleh seluruh kementrian. Kalau selama ini yang vokal adalah kementrian KLHK, walaupun juga diendorse oleh beberapa kementrian. Dibutuhkan strong leadership. Contohnya, impor mobil harusnya sudah jelas bisa convert dari BBM ke BBG. Ini harus ditentukan kementrian perdagangan. Kemendag harus melarang impor mobil berbasis BBM. Paling tidak tidak ada dual converter. 
Pada jenis tertentu. Yang bisa menyerap biofuel secara keseluruhan. Saat ini pemerintah menerapkan B20, ini sebenarnya dalam rangka NBC juga teteapi persiapannya kurang matang. Karena mobil biasa yang berbahan solar, atau bensin kualitas tinggi, dipaksa dicampur dengan 20% biofuel. Ini mengakibatkan performance dari mobil berubah. Berarti kendaraan yang belum siap menerima B20. Ini harus ditata ulang. Bahwa car manufacture dan car yang diimpor harus memenuhi spec dari B20. Faktor yang lain Indonesia juga menerapkan suistainable development goals (SDGs). Dalam SDGs ada 17 goals, yang nomor 7 dan 13 yang mendukung adanya energi baru dan terbarukan yang suistainable dan ditambah bagaimana kita mengatasi climate change, atau perubahan iklim. Kalau kita menerapkan SDGs nomor 7 dan 13 sudah otomatis didalamnya ada PA dan NDC. Karena NDC tingkatnya nasional maka perlu adanya keputusan presiden atau inpres untuk menjalankan. Kalau diperrlukan UU yang ada harus direvisi untuk menyokong keterlibatan Indonesia di dalam SDGs dan PA. 
Untuk DPR, apakah agendanya nanti UU EBT?
UU EBT bisa secara paralel kita jalankan tetapi tanpa UU EBT pun dengan adanya NBC sudah mengikat. UU EBT memang suatu gagasan yang brilian dan kita cetuskan di Komisi VII. Tetapi kita tidak boleh terrjebak dengan UU EBT kalau kita sebetulnya sudah memiliki tools untuk melakuakn implementasi melalui tools PA yang sudah diratifikasi. Bobotnya sama ddengan UU jadi jangan dijadikan alasan. Harus nunggu UU EBT, biasanya itu orang yang tidak paham.
Apakah targetnya tercapai atau tidak?
Ini bukan PA yang salah tapi masalah implementasi. Direction sudah benar tapi masalah implementasi. Implementasinya yang lambat. Karena pemerintah belum ada komitmen bersatu, makanya saya bilang perlu strong leadership. Menurut saya UU EBT tidak terlalu perlu saat ini. Tapi apakah perlu? Perlu. Karena tanpa UU EBT kita sudah meratifikasi PA. 
Untuk mempercepat itu hanya perlu strong leadership?
Itu yang utama karena komitmen perlu dilakukan secara inter govermental semua kementrian harus memiliki visi yang sama. UU APBN sudah merefleksikan PA itu. Kan masih belum. Kenapa BBM masih diimpor? Kenapa tidak dikonversikan ke BBG? Penganggaran dari wawancara di ESDM dan KLHK dana encapaian NDC besar hingga perlu peran swasta, bagaimana menurut Anda? Negara tidak mendesain penerapan karbon rendah. Antara penerapan NDC yang punya anggaran besar ditopang swasta. Itu sah saja. Tapi kita menginginkan APBN yang diarakan ke APBN carbon rendah. Partisipasi swasta tetap diperlukan tapi kita mengingkan instrumen kelembagaan pemerintah harus didanai mengacu kepada ekonomi carbon rendah. 
Apa yang bisa dilakukan DPR untuk mendorong?
Kita sudah meratifikasi. Kita ingin lihat turunan NDC dan targetnya. Kita bukan lembaga yang melakukan esekusi. Ini tugas pemerintah. 
6. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR. Emma Sri Martini, Presdir PT SMI. Dr Surya Darma, Ketua METI. Seminar IESR: Masa Depan EBT di Indonesia, Berlayar Menerjang Badai. 19 Desember 2018.
Fabby: Sejak 2012, target investasi EBT enggak pernah tercapai hanya 20-25 persen yang tercapai. RPJMN ada dalam renstra tingkat dirjen atau kementrian targetnya tidak tercapai, Jadi memang ini kita katakan kalau kita konsisten capai target RUEN yang butuh investasi sekitar 7 milion dollar setahun maka butuh akselerasi tentunya. 
Insentif risiko financing itu diperlukan, kira kira apa nasehat yang harus diperbaiki? 
Surya Darma: sebenarnya gini, porsi ini kita lihat masa pemerintahan baru ini kita ada pemegang interest, PLN itu dua kaki pelaksana PSO dan make profit. Dari sisi itu sendiri dari sisi PLN, PLN ingin beli listrik yang cost ingin tekan serendah mungkin sehingga akan tekan IPP sendiri sehingga itu rugikan IPP yang mau compete harga dengan coal (batu bara). Oleh karena itu harus ada mekasnisme supaya ini dikompoetisikan secara fair. Sebenarnya dulu di percepatan ketenagalistrikan dulu ada institusi sendiri untuk renewable (RE), dipisahkan konvensional dengan RE, tapi memang beberapa kajian itu berhenti juga. Ide lain gimana supaya diserahkan ke mekanisme pasar, tapi UU listrik problemnya ini bisa listrik bermasalah kalau di sektor lain gak boleh dimonopoli tapi yang ini jadi sensitif, kalau mau buat ada market mechanisme challenge nya dari sisi masyarakat juga, kalau price nya gimana ini ada satu risiko yang harus diambil, risiko ini enggak dapat dihilangkan dengan dua DPP ini didorong ke swasta. Apakah pemerintah ambil risiko ini dengan mekanisme subdisi atau insentif atau diserahkan ke mekanisme pasar, jadi siapa yang ambil. 
Fabby: Urusan kedua yaitu urusan duit, bu Emma, kalau di atas 10 MW FDI gampang dapat pendanaan, yang 1 MW bagaimana? 
Emma: potensinya besar, estimasi kita, dari sisi PT SMI sendiri dibilang untuk melakukan project antara 50 MW dengan 2 MW sama, itu melihat kalau msialnya SMI ditantang apa yang dibutuhkan untuk membuat proyek kecil ini yang demand nya dikit, 1-2,5 MW bank komersial gak mau, kajian juga 300 miliar bank gak mau. Dilihat portofolio kita di bawah 10 MW semua. Tapi rata rata ada 4 MW yang closing sebelum 2016, yang 2017 6-8 MW, bahkan yag pertama awal kita berdiri di jateng 600 KWh. Kita bentuk dibina itu tadi meskipun tadi, challenge senang hati pak Darwin bisa diskusi dengan METI lebih baik, banyak startegic partner siap dukung Indonesia one. 
Fabby: Jadi memang harus cari terobosan terobosan, oke challengenya bu Emma siap, tapi dari hasil kajian kita yang susah itu tidak ada suplai of finance, tapi bankable project. walaupun ada FS nya abal-abal. ada solusi tidak karena at the end bank yang harus take the risk, tapi kalau dari SMI sendiri, to resolve this problem to bankable project apa? mungkin gak bikin project bankable dan ready to finance?
Emma:  ada empat platform, end to end dari sisi financing siap. Development plan sudah ada dari sisi strategic partner kita. Tapi yang susah kan gimana project sponsor dan sesuai dengan donor, mereka donor high standar environmnet dan sosial,. ini due diligentnya harus menyeluruh. Kita terapkan environmental dan social safeguard, bisa juga dengan hibah, tapi itu tadi FS harus standard. Ini yang kita perlukan, dari sisi financing siap mobilisasi. Kami dari SMI siap sosialisasikan untuk overcoming RE. 
Fabby: SMI bisa dukung tapi tidak gratis, paling tidak kemampuan memenuhi standar sponsor, FS baik, bagaimana anggota METI bisa memenuhi requirement itu? 
Surya Darma: itu relatif mampu dan tidak mampu. Yang middle class-nya ada kewajiban dari kita untuk berilan capacity building dan itu harus dilakukan dengan jumlah proyek ratusan ribuan tidak mungkian dilakukan beberapa perusaahan saja. Dalam beberapa tahun terakhir METI juga melakukan capacity building dengan mamanfaatkan SMI, beberapa trending kita lakukan, individu personal yang sifatnya bisnis, beberapa negara donor itu memberikan bantuan dalam kerja sama dengan Indonesia. Saya kira secara perlahan-lahan itu untuk yang menengah ke bawah ini perlu mendapatkan bimbingan tidak bisa kita vonis mereka tidak perform dan sebagainya. Kewajiban kita untuk berikan dukungan ke industri. Contoh kami berikan dukungan pembangkit listrik panas bumi skala kecil, kalau di Jepang Italia AS mereka kalah kelas, tapi kalau tidak ada dukungan lokal konten, kita meti bentuk LSB Lembaga Sekuritasi agar match link sesuai degan ekspetasi dan ekspertise. 
Fabby: Pada 2018 masa gelap 2019 kita tahu ada tahun politik, dalam outlook ini kita lay out 2019 ada dua hal prediksi, yakni investment gak berubah banyak, spesifik RE investor akan wait and see. Optimisme kami, requre strong leadership untuk dorong RE. Gimana persoalan ini? Proyeksi 2019 dan bagaimana membuat pesimisme dalam 2 tahun terakhir jadi optimisme?
Surya Darma: Terbuka lebar kalau bicara peluang, tergantung pada 3 hal. Satu, energi dilihat sebagai tools politik, ke depan kalau bangsa ini bersatu untuk hilangkan politisasi energi. Dua, seringkali kebijakan yang keluar itu ada semacam objektifkan yang sesuangguhnya subjektif di dalamnya, bagaimana agar yang objektif tetap objective karena conflict of interest. Ketiga, kita sepakat energi ini supaya konsisten, kita butuh leader yang strong commitment on RE. Kalau ini tidak kita masa ke depan akan berhadapan dengan electric vehicle (EV) dan sebagainya ini perlu strong leader commitment. 
Emma: kalau dari sisi peraturan saya melihat perlahan pembuatan kebijakan harusnya setiap kebijakan itu ada studi komprehensifnya. Karena perubahan peraturan sangat sudden sementara studinya kurang. Pemerintah harusnya ada market sounding terlebih dahulu sebelum kebijakan dikeluarkan dan ada input dari semua pihak. Transparansi itu membantu juga dari dua hal ini krusial, studi komprehensif dan keterbukaan. 
Kami optimistis, kita harus ada sepakat take and give karena ada requirement dari donor yang light, serta support capacity building. Tidak hanya sektor energi yang sudah green, kita semua menuju ke green, tourism juga eco, Indonesia dengan segala opportunity geothermal seharusnya jadi leading energi. 
Tetap ada ada optimisme di 2019, ada pembamkit 700 MW pembangkit, COD. Dari sisi pengadaan kami rencanakan sesegera mungkin pengadaan EBT di PLN yang sudah masuk perencanaan di 2018 500 MW dan kemudian untuk optimsime itu juga kita kembali sampaikan RUPTL 2019 yang sedang digodok kita tambahkan 2000 MW EBT, total untuk 10 tahun ke depan, satu hal juga bahwa untuk RUPTL sebelumnya di bawah 1.000 MW di 2019 kita tambah dua kali lipat, akan lebih besar di Jawa Bali. Kami sampaikan juga kapasitas yang dibutuhkan skala kecl mereka butuhkan adalah pembangkit skala kecil, yakni technical assistant yang baik. Juga masal;ah pembiayaan. Saya lihat dia hal ini yang paling. 
Fabby: Rangkuman, regulasi perlu diimprove kaitannya dengan risk allocation, dan regulasi. Kedua financing masih challenging tapi ada opportunity tapi ada, persepsi itu perlu digenapkan sehingga ada akses pendanaan ada suplai project. Ketiga capacity building project developer, dll. Keempat, bahwa kita butuh leadership yang bagus yang mendukung ini semua. Kelima, untuk leadership ang baik, kuncinya adalah banyak dialog. Clean energy adalah masa depan. 
7. Sudirman Said, Menteri ESDM 2014-2016,  Seminar IESR: Masa Depan EBT di Indonesia, Berlayar Menerjang Badai. 19 Desember 2018.
Saya paham bahwa realitas ekonomi kita barangkali tidak cukup menarik tapi what we need to get adalah ekosistem dari green energy. begitu ekosistem terbentuk maka ada informasi, ada dorongan ada magnet, yang saya yakin ujungnya adalah volume akan ikut menurunkan harga. begitu pemainnya banyak, volume nya nambah maka harga akan turun. Jadi tidak apa apa mulai dari kecil tapi tunjukkan signal konsisten karena pionir pionir butuh payung signal mungkin sekarang suffering tapi 10 tahun lagi akan baik. Menurut saya attitude nya pelaku clean energy atau EBT sempat begitu. Tapi kemudian belakangnya ragu dan sebagainya. 
Jadi kita butuh bangun ekosistem di mana policy investasi signal dari pemerintah, justru segala macam itu harus direncanakan. Yang terjadi sekarang gini jadi benar PLN itu konsumen batu bara tertinggi tapi jangan mimpi PLN juga punya batu bara. Mentang mentang dia konsumen tertinggi dia beli ladang batu bara saja. itu artinya mematikan ekosistem. Hal sama dengan gas.  Yang lucu saat ini pertamina jual listrik karena punya project bersama dengan PLN, punya pembangkit, PLN nya jual gas. 
Kembali pada understanding mengenai strategi ke direction ini mau ke mana. Saya harus mengatakan policy dan cara cara bekerja PLN itu sudah sangat destruktif pada sektor energi, itu sesuatu yang menurut saya yang harus dibetulkan. Mengenai BUMN dulu ada tiga golongan namanya perjan perum persero, perjan public service bukan bikin untung, perum separo-separo, yang sangat kompetitif yang tugasnya cari untung persero. Dalam satu tahap kita dorong secara agresif seolah-olah naik pangkat itu kalau jadi persero, nah saya tidak tahu PLN itu harus berfungsi sebagai profit making institution. kalau itu terjadi maka ukurannya bagaimana PLN bikin profit. Regionalisasi yang kita dorong jadi semu karena direksi berkantor di jakarta, trus cara-caranya juga masih barat atau timur, ini PR bagaimana mendorong a true regionalization sehingga otoritas dan procurement bisa dilakukan di daerah masing-masing dengan ukuran berbeda. 
Saya yakin sekali ujungnya begitu ada kejelasan policy dan konsistensi, berbondong orang masuk ke EBT dan kompetitif maka berbodong orang taruh tarif paling rendah. Tapi kalau ini enggak dimulai masa itu enggak akan tiba, jadi kembali pada big push menurut saya kita perlu beri advis kepada presiden Indonesia bahwa sektor energi perlu dapat perhatian. Banyak teknologi untuk clean energy tapi itu masih sangat advance dan mahal, belum major, kalau signal kita tidak ke sana mungkin orang juga tidak akan aware. 
Target Paris Agreement tercapai, jika tidak tercapai apakah ada punishment? 
Kalau situasinya begini itu sulit barangkali karena pak Purnomo juga menyampaikan jika infrastruktur energi itu bangunnya lama. Jadi konversi dari fosil ke renewable untuk memperlebar clean anergy itu memerlukan kesiapan infra regulasi yang makan waktu lama, klo semakin ditunda mulainya akan semakin jauh pencapaiannya jadi agak sulit membayangkan kita akan mencapai apa yang ada di perjanjikan di Paris Agreement
Itu agreement yang dampaknya satu pengelolaan lingkungan di masing-masing negara kedua global, tentu saja semakin banyak negara yang tidak mencapai akan berdampak pada pemanasan global tetapi yag lebih penting bagi kita adalah kita tidak segera memulai membangun yang saya sebut ekosistem dari clean energy yang itu jelas lebih sustainable dan berdampak pada jangka panjang dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ini yang jadi tantangan kita saat ini. 
Untuk skala 1 sampai 10 kesiapannya menuju ke target ini gimana?
Saya ingat dalam setahun terakhir Kompas menulis tajuk mengenai itu sangat serius dan Indonesia mengalami degradasi rating, kalau bicara skala 1-10 untuk clean energy dan renewable kita di skala 4 karena policy enggak mendukung, kita gak punya cukup dorongan insentif untuk membuat mereka masuk ke pasar, kemudian ada ketidaksamaan sikap dari para stakeholders, regulator bisa ditolak oleh operator, itu sesuatu yang memberikan sinyal buruk, ini memerlukan pembenahan besar besaran. Yang saya sebut tadi saya ajak semua stakeholders untuk bersatu soal ini, untuk pemerintah ya jalankan saja itu kebijakan energi nasional, pp nomor 79, jalankan saja RUEN krn itu Perpres, ESDM, BUMN diawali BUMN energi Pertamina PLN yang lain akan ikut, itu akan menunjukkan kita sudah cukup taat pada aturan. 
8. Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM 2000-2009. Seminar IESR: Masa Depan EBT di Indonesia, Berlayar Menerjang Badai. 19 Desember 2018.
Dulu kita nett exporter oil sekarang jadi nett importer. kapan jadi nett exporter lagi? Pertama tetntang infra gas, apakah itu ekspor atau impor? infrastruktur perlu dibangun. Saya setuju. impor atau ekspor itu impor. kita masih punya Masela, Medco punya Donggi Sunoro, Masela sudah mau dikembangkan mundur lagi, jadi konsistensi penting. Dulu ada cita-cita java gas mau dikembangkan Jawa Sumatera. Komunikasi person to person penting. 
Feed in tariff, itu saya setuju tapi saya punya komentar. Sekarang kita pakai BPP (biaya pokok penjualan), dengan sistem BPP sekarang EBT gak jalan karena kalau BPP di Jawa rendah sekali, BPP di Jawa itu majority adalah coal batubara. Oleh karena itu di Jawa EBT lepas dia. Nah EBT itu bisa lari di dalam isolated, non grid dan sebagainya. Jadi kalau temen temen ada EBT saya bilang kalau mau bersaing di Jawa agak repot karena BPP yang di mana biaya pokok produksi itu gunakan BB, implikasi kebijakan BPP itu terpaksa lari ke luar Jawa yag tinggi tinggi sehingga BPP nya bisa compete. 
Untuk panas bumi saya pernah punya ide, yaitu DEN, mohon temen-temen bisa bantu supaya UU migas selesai karena di situ ada petroleum fund. Dan beberapa setuju, pertoleum fund ini kalau bisa jadi energy fund untuk bantu pengembangan EBT. Di jaman dulu, geothermal itu Geofisical and geologi. Jadi cost yang dulu investor kita berikan oleh pemerintah sehingga reduce harga steam dan harga listrik, jadi pemikiran adanya dana ketahanan energi saya setuju walau masuk di UU migas, GNG untuk ketahanan energi. 
PLN ini mengenai UU PLN menjadi subsidi harga, sunsidi setuju sebaiknya tetap subsidi langsung. Untuk PLN dulu gagasan bagus, yakni buat subsidiary di mana mereka mempertahan kan price diserahkan ke daerah. Kita berharap nanti jadi perusahaan sendiri yag jalan. Dulu idenya dari Batam, Tarakan di seluruh indonesia, DKI bisa pakai tarif sendiri, lalu secara bertahap bisa proper pricing policy.  Sekarang PLN monoksomi karena politik, sama dengan geothermal dibatalkan karena untuk otonomi daerah. 
Ron 88 bertahap diganti pertalite, bertahap digantikan, itu sudah bagus. waktu itu ron 91 sudah ada di jawa, ron 88 waktu itu. 
Mengenai cadangan minyak 17 tahun, kita tidak setuju karena yag diitung provisi, reserve production ratio hanya ada dalam minyak bumi, saya termasuk optimis. Dari sini kalau resource base masih besar, oleh karena itu eksplorasi produksi harus ditingkatkan, kalau itu dilakukan kita akan tambah reserve, caranya kembali ke government policy. 
9. Paul Butar Butar, Wakil Ketua METI. Wawancara 14 Agustus 2018. 
Indonesia sudah melakukan ratifikasi Paris Agreement (PA) 2016. Apa dampak positif dan negatif indonesia melakukan hal tersebut terutama dari sisi energi berkelanjutan?
Secara prinsip Indonesia sudah memberikan komitmen dengan menurunkan 29%, saya lupa berapa energi terbarukannya berapa persen. Di sisi lain, ada target kebijakan energi nasional yang saling berhubungan. Yang juga perlu dihubungkan adalah target elektrifikasi. Tiga hal tersebut saling berhubungan meskipun pelaksanaanya belum optimal. Apa yang sudah dilakukan Indonesia? Indonesia baru dalam tahap penyusunan apa yang mau dilakukan karena PA belum berlaku efektif, berlakuknya 2021. Kalau ada yang dilakukan Indonesia masih dalam kaitan peran GRK. Target penurunan emisi yang selama ini dikumandangkan Indonesia sebesar 26%, dan emisi gas rumah kaca. Kita masih bicara penurunan efek rumah kaca. Ini belum jelas pemisahannya. Yang berlaku itu GRK karena PA belum efektif. Apa dampaknya? Secara prinsip belum terlihat dampaknya. Tapi nanti 2021 baru bicara tentang itu.
GRK belum ada kesepakatan, apa yang bisa diambil dari Protokol Kyoto?
Dari Protocol Kyoto kita sudah banyak berbuat. Ada mekanisme CDM ada 140-an projet yang dibangun. Sedang yang lain masuk dalam voluntary market untuk penurunan emisi. Ada project dari renewal energy yang dibangun walau pada akhirnya tidak sempat klaim penurunan emisi. Dampaknya posotif bagi ekonomi karena investasi mengalir. Jika ingin memasukan PA walau di 2021 bisa diklaim juga sebagai bagian dari PA. Terutama jika bicara tentang dorongan pemerintah untuk membagun energi terbarukan. Meskipun realisasinya tidak besar-besar amat.
Salah satu keuntungan masuk ke PA adalah besarnya funding dari negara donor yang advance di penerapan energi terbarukan. Bagaimana indonesia bisa mendapatkan itu, manfaat yang lebih dengan mendapatkan uang membangun EBT?
Secara bilateral indonesia sudah mendapatkan berbagai pendanaan dari internasional. Walaupun pendanaan tersebut sifatnya technical assisttant dan capacity building. Yang tahun ini berakhir dari MCAI ada beberpa project terbangun. Yang sangat disayangkan, green of fund yang sudah beroperasi dan sudah memberikan beberapa juta USD berupa batuan ke negara-negara berkembang. Di Indonesia ada SMI yang sudah terakreditasi menyalurkan dana itu. Pena bukan lembaga pendanaan dan bisa menyalurkan pinjaman. SMI saat ini satu-satunya institusi lokal yang terakreditasi. Sampai saat ini belum ada proposal yang disampaikan indonesia untuk mendapatkan pendanaan. Kecuali yang hanya berupa fasilitas yang disiapkan untuk mempersiapkan project tapi nilai kecil paling hanya US$ 1 juta per project. Tapi yang besarnya belum ada. 
Siapa sebenarnya yang harus disalahkan dalam hal itu? SMI hanya intermediary. Untuk mengejar pendanaan, terutama kalau mau mengunakan pendanaan itu untuk project di daerah-daerah terrpencil bisa dicapai. Pemerintah bisa buat proprosal tujuannya misalnya untuk listrik. Masalahnya belum ada yang mengajukan. Pemerintah hanya sosialisasi dan lupa. Hanya sebatas itu. Padahal sebenarnya pemerintahlah yang harus mendorong.
Dari sisi regulasi apakah pemerintah bisa mendorong untuk pencapaian target yang sudah ditentukan itu?
Ada beberapa hal. Regulasi yang didorong yang mana? Swasta atau pemerintah? Kalau dari pemerintah ada yang membolehkan penujukan langsung untuk energi terbarukan tapi untuk anak usaha PLN atau anak usaha BUMN. Ini bisa disebut mendorong karena mereka tidak punya uang. Karena persyaratannya harus punya saham 51%, mereka tdk punya uang untuk menyiapkan equity 51%. swasta harus mengendong mereka untuk dapat 51% itu. Cilakanya BUMN itu yang harus mengelola. Siapa yang mau kalau begitu. 
Dari sisi regulasi masih ada barier?
Barier besar. 
Dari negara lain apakah ada yang bisa jadi benchmark untuk penerapan PA di Indonesia?
Saya belum bisa menyatakan PA karena belum berlaku. Kita hanya bicara GRK atau konteks dukungan internasional dalam hal dukungan penurunan emisi gas rumah kaca. Benchmarknya China atau India. China investasi besar-besaran di energi terbarukan baik itu solar, termal, hydro. Atau India, perekonomian seperti kita. Mereka punya menteri khusus untuk energi terbarukan. Atau Thailand yang pengelolaan energi terbarukannya lebih bagus dari Indonesia. Regulasinya lumayanlah.
Kalau masih GRK dan masih seperti ini bagaimana? Apakah bisa menyusul China atau India?
Makanya pertanyaannya adalah apakah Indonesia atau BUMN mau berinvestasi untuk mencapai target itu. Kalau denga regulasi yang ada sekarang, kemugkinan tidak akan tercapai. Karena BUMN atau anak usahanya tidak kuat permodalannya.
Apa dorongan swasta dari pemerintah, dari sisi insentif atau apa?
Swasta itu permasalahannya kalau ada sektor yang menawarkan return yang baik dan didukung oleh perbankan maka akan datang mengerubuti sektornya. Permasalahnnya, untuk mencapai return yang baik harus dilihat biaya investasi, financial cost, insentif yang ada seperti pajak-pajak dan harus dilihat bagaimana perjanjiannya. Ini bicara soal kontrak, klausul kontrak. Ini yang dialami pengembang energi terbarukan saat ini khususnya yang di bawah 10 Megawatt.
PPA dibuat sedemikian rupa tidak bankable untuk pengembang kecil sehingga tidak ada perbankan yang mau membiayai project kecil karena klausulnya tidak diterima perbankan. Banyak hal sederhana yang bisa diselesaikan kalau pemerintah mau merevisi peraturan tapi pemerintah tidak mau. Kalau mau, regulasinya disesuaikan. Bagaimana pengembang bisa mendapatkan pendanaan dan bagaimana nilai ekonomis project bisa masuk ke thershold mereka. Perusahaan punya threshold internal, mau investasi jika threshold 14%. harga beli PLN menjadi parameter utama tapi yang lain ada. Seperti, insentif pajak, pendanaan, loan guarantee, dsb. 
Tarif bukan satu-satunya. Jadi kalau pemerrintah mau mengatakan energi terbarukan harus murah, ya bisa murah ke PLN atau masyarakat. Bisa aja murah tapi pemerrintah harus memberrikan fasilitas lain sehingga harga murah itu tercapai. Misalnya, dengan bunga pinjaman rendah, atau insentif pembebasan PPN jasa konstruksi, bantuan pemerintah untuk membangun infrastruktur untuk menuju projek energi terbarukan. Kenyataannya, pemerintah tidak mau. Apakah optimis indonesia bisa akan mencapai target? Saya akan menjawab target tersebut tidak akan tercapai selama pemerintah tidak mau memperbaiki regulasi yang ada. 
Sanksi apa kalau GRK tidak tercapai, 2021 tidak tercapai komitmen PA?
Sampai 2020 indonesia tidak kenal sanksi karena penurunan emisi indonesia sifatnya sukarela. Target 26% tanpa bantuan internasional tapi tercapai 20% ya sudah tidak apa-apa. Yang masalah saat janji PA dan nasional NBC dan janji akan menyelesaikan itu. Sampai sekarang belum dirumuskan sanksinya karena masihh dalam proses penyusunan pelaksanaan implementasi PA. Jadi saya hanya membayangkan jika indonesia tidak mampu mencapai target yang diinginkan maka indonesia tidak akan mendapatkan dananya. Karena senjata utamanya adalah pendanaan. Produk emisi yang diekspor ke eropa, yang akan memperlakukann aturan untuk emisi di suatu produk misal sekian gram per liter. Indonesia akan ekspor aqua ke eropa dan emisinya lebih tinggi dari standar mereka. Ya indonesia tidak akan bisa ekspor. Akan ke sana arahnya. Yang lebih parah, kalau indoneisa tidak mencapai target, bisa jadi Indonesia tidak akan dapat pendanaan murah. 
Adakah kerja sama dari  Indonesia dalam kerangka mencapai GRK dan PA?
Sudah banyak. Saya pernah terlibat dalam konsultasi, membantu kementerian keuangan dalam merumuskan aturan terkait dengan low carbon. Yang memberikan pemerintah UK secara gratis. Bantuan sudah banyak diterima  Indonesia, ada informasi itu ada di Bappenas. Gaungnya tidak terdengar karena saat bicara sektor kehutanan, banyak pemerintah daerah yang ikut terlibat. Tidak ada yang langsung ke daerah semua dikoordinir di Bapenas. 
Di negara lain sperti China, Thailand, dan India, mencapai RAN GRK dan pencapaian target PA cocok diterapkan di  Indonesia untuk mengatasi hambatan regulasi dan pendanaan?
India, Thailand, Malaysia jauh lebih maju dalam regulasi. Kita saja yang mindset nya harus selalu harus energi murah pakai fosil. Murah itu karena melupakan banyak subsidi di sektor batu bara misalnya. Jadi kelihatannya murah padahal tidak. Kalau ada study yang memberikan gambaran seberapa murah batu bara dan energi terbarukan berikut dampak terhadap lingkungan, kesehatan, konservasi, dsb. Akan kelihatan bahwa energi terbarukan  Indonesia lebih murah dibandingkan batu bara. 
2021 bisa tidak tercapai?
Kita bisa bilang  Indonesia tidak akan mencapai target. Kalau bahkan jika sekarang aturannya dirubah,  Indonesia akan terlambat mencapai itu. Karena untuk mempersiapkan satu project butuh waktu. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. 
Apa mitigasi yang harus dilakukan? Pemerintah harus merangkul swasta, akademisi, bersama-sama melakukan sesuatu untuk mencapai target?
Satu-satunya cara ada di regulasi. Begitu regulasinya bersahabat untu ivesatsi swasta, lembaga pendanaan dan kelihatan bahwa return cukup dengan gaampang swasta akan masuk. Kedua, banyak pengembang IPP yang membangun PLTU atau PLTD mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus diwajibkan untuk membangun energi terrbarukan. Kalau tidak sanggup, mereka bisa bekerjasama dengan pihak ketiga dan mengklaim itu kontribusi mereka dengan membeli renewable energy certificate. Intinya regulasi. 2030 bisa dicapai. 2025 belum yakin saya.
UU EBT sangat krusial untuk saat ini?
Iya regulasi yang diterbitkan Jonan sama sekali useless, tidak bisa dipakai. kalau mau mencapai target regulasi jaman Jonan dibabat habis, diperbaiki. Kenapa? Salah satunya di UU 30/2007 tentang harga keekonomisan. Penjelasannya di pasal 7, harga energi terdiri dari biaya produksi baru ada biaya lingkungan, biaya konservasi dan ada keuntungan yang memadai. Dan ada namanya harus terjangkau masyarakat. Tapi dari UU 30 secara sengaja tertulis ada subsidi, subsidi oleh pemerintah kepda masyarkat tidak mampu. Di sisi lain ada insentif. Kalau pemerintah ingin harga terjangkau sementara biaya produksi dan keuntnganyang memadai oleh pengembang itu itu tidak sesuai dengan harga yang keekonomisan itu maka masuk subsidi dan insetif.  
Permasalahannya permen di jaman Jonan diterbitkan definisi harga keekonomisan sudah tidak masuk. Langsung dipatok BPP, padahal harga tergantung pada lokasi, jenis teknologi dan kapasitas. Orang cenderung lebih mudah memberi pinjaman ke PLTU 1000 MW dibandinng PLTA 5 MW karena 1.000 MW nilainya triliunan, sedang PLTA hanya miliaran. Jadi effortnya pembiayaan sama aja. Makanya perbankan tidak begitu tertarik menyediakan dana. BOOT ini kesalahan penafsiran oleh ESDM terhadap hasik keputsauan MK. Tuntutan dari sarikat pekerja PLN harus menguasai padahal terjemahan MK menguasai bisa dilkaukan dengan mengatur. Sektor kelistrikan di  Indonesia diatur negara, dengan mengatur itu artinya menguasai.
Tidak hanya  Indonesia yang tidak akan mencapai RAN GRK apakah akan ada konsensus lagi?
Harus dibedakan Protocol Kyoto itu meski  Indonesia tidak mencapai target, tidak akan hukuman untuk  Indonesia karena sifatnya voluntary. Beda dengan PA.
Masih banyak negara lain yang tidak melakukan, China juga?
China itu kemungkinan besar akan mencapai targetnya bahkan lebih awal dari yang mereka deklarasikan. Dengan investasi besar-besaran, mereka cancel beberapa PLTU dan iitu saja sudah menolong mereka untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Di Beijing ada puluhan pembangkit listrik teaga batu bara yang dicancel untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Mereka butuh ratusan juta ton batu bara per tahun dan sumber mereka berkurang. Dengan mengurangi kertergantungan itu akan menyelematkan mereka.
Indonesia misalnya jadi tergantung pada batu bara. Begitu batu bara naik, kita kelimpungan, gas juga, minyak juga. Karena kita mengantungkan diri pada sumber yang kita kuasai sepenuhya. Batu bara banyak tapi harganya dihubungkan dengan harga internasional. 	Berbeda saat bangun PLTA, hanya gunakan airnya dan dialirkan ke sungai. Tidak ada pasar untuk air. Dipakai airnya terus menerus. Berbeda konteksnya. Bagi China, keputusan investasi besar-besar di energi terbarukan selain karena penurunan emiisi dan untuk membebaskan dari ketergantungan itu. 
Indonesia belum sadar?
Indonesia mengerti cuma pura-pura tidak tahu dan yang gampang dilakukan.
Apakah sinergi antara pemerintah, swasta dan akademik kurang sehingga ke bawah tidak sadar?
Tidak bisa dibilang seperti itu. Masyarakat mana yang belum mengerti, ada yang terpapar PA dan sudah melakukan PA. Perlu kolaborasi yang jauh lebih besar dari sekarang supaya seperti Cina dan India. India juga sama, ada daerah otonomnya dan penduduknya lebih besar. Mereka mampu karena pemerintahnya punya visi. Kita hanya bisa mengerutu di belakang. METI sudah berjuang, bahkan dibully oleh menteri, musuh PLN. Itu kita terima demi kemajuan energi terbarukan. Kita sudah bertemu dengan dirjen PLN, menteri kecuali ESDM, sampai ke KPK, BPHN, sudah temui semuanya yang bisa mempengaruhi kebijakan energi terbarukan. Jawabnya, menterinya tidak mau berubah. 
EBT apa yang mau dikembangan terlebih dahulu?
Sejak 2017 kita sampaikan dampaknya. Terbukti investasi tidak ada dalam dua tahun. Investasi yang mengunakan permen 2017 tidak ada. 
Proyek 35.000 MW besar di Sidrap, kebun angin terbesar?
Kapan project itu didevelop. Kapan Sarula ditandatangan PPA nya? 
Ada optimisme karena ada kebun angin, artinya bisa mencapai target yang ditentukan?
Itu kan kata pemerintah. Tarifnya 11 sen, apakah BPP di Sulawesi bisa dapat 11 sen. 
Indonesia Timur masuk 85%?
85% dari mana? Hanya bisa dilakukan kalau PPA ditandatangani sebelum 2017 dan PPA nya harganya 11  sen. 
METI memperkirakan ini tidak akan tercapai?  Indonesia akan mendapat sanksi?
Bukan sanksi tapi akan dapat dampak negatif. Ada proses review setiap lima tahun.
COP selanjutnya di September?
Jalan-jalan, reuni. Progressnya lambat.
IPP sendiri gimana?
Ada 45 project yang belum menyelesaikan PPA. Permasalahnnya karena belum ada dana karena tidak ada investor yang masuk. Kenapa investor tidak masuk? Karena PPA nya tidak bankable, harganya rendah. Apa yang bisa diharapkan kalau kondisinya begitu?
Dari KLHK salah satu pengusung PA?
Apa yang bisa dilakukan KLHK? Cuma omong doang. Perannya untuk kumpulin informasi.

Kerja sama internasional butuh kemenlu, peran?
Kemenlu sangat sentral. Kemenlu perannya mendorong, negosiasi. Teknikal itu kan kementerian. 
DPR sudah memulai acara tahunan untuk penurunan GRK?
Mereka hearing untuk mengecek tercapai atau tidak. 
Peran DPR?
Hanya mengawasi kenapa tidak tercapai. Kalau tidak tercapai paling anggaran diturunkan. Sampai sebatas itu saja. 
10. Munir Ahmad, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM. Diskusi Pojok Iklim Kesiapan Data Emisi untuk Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar. 15 Agustus 2018. 
Ke depan PLTU Batu bara masih mendominasi, namun dibandingkan dengan BAU proyeksi emisi GRK mengalami penurunan sebesar 211 juta ton Co2. Penurunan emisi GRK berdasarkan bauran energi berpotensi melebihi target NDC jika dibebankan Mitigasi subsektor keteagalistrikan sebesar 60 persen dari sektor energi berdasarkan Third National Communication. 
Apa pertimbangan kesiapan terhadap pasar karbon? 
Sektor ketenagalistrikan telah melakukan MRV terhadap invesntarisasi dan mitigasi penurunan emisi GRK sejak 2003. Invesntarisasi GRK yakni tersedianya data emisi GRK dan faktor emisi GRK, peluncuran pedoman inventarisasi GRK, pengauatn sistem MRV. Mitigasi GRK yakni fasilitasi international carbon trading seperti CDM. Pelaporan online. Potensi mitigasi GRK melalui pasar karbon di mana pembangkit fosil sebagai demand utama jika melewati nilai cap emisi GRK dan pembangkit EBT sebagai suplai yang mana telah melebihi target NDC dari BAU. Database dan nilai cap emisi GRK di Pembangkitan Tenaga Listrik serta sistem registry sebagai penunjang pasar karbon yang akan mudah tersedia melalui sistem MRV. 
Komponen pasar karbon sudah ada walau tidak besar yakni ada suplai, demand, infrastruktur dan kerangka kebijakan. Penguatan kebijakan atau regulasi dibutuhkan untuk menunjang mekanisme pasar karbon. 
12. Fauzi Imron, Kadin Bidang EBT, Seminar IMEF Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia. 17 Januari 2019. 
Pencapaian Bauran Energi Terbarukan Yang Rendah: Pencapaian bauran energi terbarukan yang rendah. Pencapaian energi terbarukan (listrik dan non-listrik) sampai akhir 2018 baru mencapai 8% dari bauran energi nasional dari target 23% yang ditetapkan dalam RUEN dan di bawah target 16% dalam RPJMN 2015-2019. Sepanjang 2015-2018, kapasitas pembangkit energi terbarukan tumbuh rata-rata dibawah 250 MW per tahun, lebih rendah dari pertambahan pada periode 2010-2014. Kondisi ini akan membuat pemerintah lebih berat mengejar target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 untuk memenuhi amanat PP No. 79/2014 dan Perpres No. 22/2017. 
Untuk itu pemerintah perlu menyusun strategi, rencana dan target tahunan untuk mencapai target bauran energi terbarukan sesuai amanat Undang-Undang Energi, Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi 
Inkonsistensi Kebijakan & Regulasi Energi Terbarukan: Inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi yang terkait energi terbarukan dalam dua tahun terakhir telah meningkatkan risiko bagi investor dan pengembang energi terbarukan. Persoalan inilah yang membuat investor asing pindah ke negara lain yang regulasinya dinilai lebih jelas bagi investor. Pembangunan listrik dari energi terbarukan oleh swasta sangat bergantung pada kesediaan dan kemauan (willingness) PT PLN sebagai pemegang wilayah usaha dan pemilik jaringan listrik. Kebijakan dan regulasi di bidang energi terbarukan dalam dua tahun terakhir sangat bias mempertahankan status quo PT PLN. Mereka gagal meningkatkan pertumbuhan pembangunan energi terbarukan. 
Harga Energi Terbarukan: Sebagaimana sudah ditentukan dalam Pasal 7, UU 30 / 2007, harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Beralihnya kebijakan Menteri ESDM untuk memberikan insentif bagi harga energi terbarukan yang sebelumnya melalui instrumen feed in tariff (FiT) yang diganti dengan harga energi terbarukan berdasarkan Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN serta ketentuan BOOT yang diatur dalam Permen ESDM No. 50/2017, serta perubahan term and condition PPA antara pengembang dan PT PLN sebagai single buyer telah meningkatkan risiko investasi di sisi pengembang. Penggunaan BPP PLN sebagai dasar penentuan harga jual listrik energi terbarukan yang dibangun swasta sebagai kesalahan fatal dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah praktek kebijakan harga terbaik yang berlaku di negara-negara di dunia. 
Implementasi Peraturan Pemerintah: PLN tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan pemerintah dalam pelelangan dan kontrak energi terbarukan. Sebagai contoh dalam lelang di salahsatu wilayah kerja, pimpinan PLN setempat menyatakan bahwa tarif EBT harus dalam rupiah, dimana ini bertentangan dengan ketentuan di Pasal 17, Permen ESDM No. 10/2017 yang membolehkan pengembang menggunakan tarif dalam mata uang USD disamping Rupiah. 
Keterbatasan Sumber Dana untuk Proyek Energi Terbarukan: Ketersediaan pendanaan dari sumber-sumber domestik untuk proyek energi terbarukan skala kecil dan menengah (<10 MW) sangat terbatas dan banyak institusi keuangan yang menyatakan tidak bankable atas proyek-proyek ini, mengingat tarif terlalu rendah, kualitas regulasi dan proses bisnis energi terbarukan yang kurang transparan, sekaligus alokasi risiko akibat regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM
Insentif dan Subsidi Pengembangan Energi Terbarukan: Kementerian ESDM belum berkenan menggunakan pemberian insentif dan subsidi untuk pengembangan energi terbarukan. Pelaksanaan ketentuan mengenai insentif fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (PMK No. 21/PMK.011/2010) tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi energi terbarukan yang saat ini berkembang di Indonesia. Dukungan dalam bentuk insentif fiskal dan finansial secara selektif sangat diperlukan saat ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan keekonomian energi terbarukan sehingga dapat bersaing dengan energi konvensional di masa depan. 
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